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Tindak Lanmjuti Putusanmn MK

Banmnggar Damn BURT
Akanmn Dibubarkan

Bambang Scesatyo

KEPUTUSAN Mahkamah
Konstitusi (MK) yvang rmemang—
kas kewenangan Badan Anggoa-—
ran (Banggar) IDPR ikutr mern—
engaruhi pembahasan RIJTUTS
MID3. DMuncul wacana untulk
membubarkan Banggoar IDODPR .

CTAda wacana penghapusan
Banggar dan akan digantikan
oleh lembaga tersendiri di ba—
wah Kesckjenan dalam rTevisi
U DMID3 ini. Lembaga ini yang
akan membahas anggaran.>”
kata Bambang Soesatyo di (Ge-—
dung DPR., Jakarta, kemarin.

Apa tugas letmbaga baru itu?
Anggota Komisi ITIT IDPR ini
menuturkan. lembaga tersebut
akan membahas anggaran. sa-—
ma persis sepcoerti vang dilaku-—
kan Banggar. Wamun lembaga
itu tidak memiliki hak untuk
menycetujui atau tidak menye-—
tTujui angoaran.

TFIlasil yang dibahas oleh
letmbaga kKhusus nantinya baru
disertujui atau tidak tidak setujui
oleh DPR dalam sebuah fo-
Turm, T ujarnya.

Thidak hanya Banggar., Barmm-—
soet juga mengusulkan agsar
Badan Urusan Rumah Tangsgosa
(BURT)Ydihapuskan. Keberada—
an BURT yang diangsap ham-
Pir sama kewenangannya de-
ngan Sekretariat Jenderal IDPR
kerap mecnimbulkan persepsi
kurang baik di masyarakat.

Apalagi dalam rencana pein—
bansunan Gedungs IDPR bDada

2011. BURT menjadi Prihak
yang sangat disoroti. Gara-ga—
ranya rencana pembangunan ge—
dung IDPR itu memakan ang-
aran Rp 1 triliun lebih.

CTBURT dihapus. AAda wacana
untuk itu karena untuk meng-
hindari afPruuse of powvwer dan ke-—
curigaan masyvarakat,” kata
Bambang.

Seperti diketahui, MK mengsa—
bulkan sebagian permohonan
Titn Advokasi Penvelarmatan
Keuangan Negara dengan me-
mangkas sebagian kewenangan
Bangsar DPR. Dalam perrtnoho-
nannnyva., Banggar dimohonkan
untuk dibubarkan.

Dalam pertimmbangannya. MK
menilai kevwenangan Bangsgsar
harus dibatasi saat membahas
anggsaran teknis di kementerian.
IDPR seharusnya tidak memba-
has anggaran hingga hal-hal
Yang sangat rinci di satuan tiga.

Selain itu, MK juga mengha-
Pus kewenangan IDPR dalam
memberi tanda bintang anggoa—
ran yvang dianggap belum me-—
nenuhi syarat. DPR hanvyva bo-—
leh menyatakan setuju atau ti-—
dak setuju.

Namun putusan MK itu me—
nirmbulkan reaksi berbeda dari
kalangan IDPR sendiri. Ada
yang setuju dan mengapresiasi
Putusan MK ini. tapi tidak
sedikit juga yvyang menolak dan
mengangoap anch putusan NMED
tersebutc.

Ketua Banggsar DPR A hmadi
Noor Supit menilai putusan MK
yang mengurangi kewenangan
Banggocar DPR. aneh. Putusan
MK sudah sesuai dengan kewe—
nangan Banggar seperti tertuang
dalarm UU MID>3.

Supit menjelaskan. dalam TUJUT
MID3, Banggar tidak pernah
membahas anggaran sampai sa—
tuan tiga. Dia bilang. permbaha-—
san anggaran hingga satuan tiga -
dilakukan di komisi-komisi.
Terrmasuk pembintangan mata
angosaran., Banggar tidak mem-—
pPunyai kewenangan sama
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